PERUBAHAN NON-FORMAL KONSTITUSI SEBAGAI SALAH SATU PELUANG PERUBAHAN BENTUK
NEGARA KESATUAN
INDONESIA
RICHARD Y NELWAN, Aminoto
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERUBAHAN NON-FORMAL KONSTITUSI SEBAGAI SALAH SATU
PELUANG PERUBAHAN BENTUK NEGARA KESATUAN INDONESIA

Tesis
untuk memenuhi sebagai persyaratan

mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum

Konsentrasi Hukum Kenegaraan

Diajukan oleh:

Richard Yonathan Nelwan
14/371452/PHK/08210

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2016



	HALAMAN JUDUL

	HALAMAN PENGESAHAN

	PERNYATAAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	INTISARI
	ABSTRACT
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Keaslian Penelitian

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tinjauan Umum Konstitusi
	1. Definisi dan Fungsi
	2. Klasifikasi Konstitusi

	B. Tinjauan Umum Perubahan Konstitusi
	1. Istilah
	2. Metode Perubahan
	3. Perubahan Formal Konstitusi
	4. Perubahan Non-formal Konstitusi

	C. Tinjauan Umum Bentuk Negara
	1. Negara Kesatuan
	2. Negara Federal


	BAB III METODE PENELITIAN
	A. Jenis Penelitian
	B. Metode Pendekatan Penelitian
	C. Jenis Data dan Bahan Penelitian
	D. Teknik Pengumpulan Data
	E. Analisis Data

	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Peluang Yuridis Perubahan Non-formal Konstitusi Terkait BentukNegara Kesatuan Indonesia
	1. Inkonsistensi Pengaturan Bentuk Negara Dalam Sistem KonstitusiIndonesia
	2. Dinamika Pengaturan Otonomi dan Pemerintahan Daerah Dalam BentukNegara Kesatuan Pasca Amandemen UUD 1945
	a. Rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
	b. Rezim Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

	3. Implikasi Kewenangan Legislasi Eksekutif dan Legislatif TerhadapBentuk Negara
	4. Implikasi Ajudikasi Dalam Kewenangan Judicial Review Oleh KekuasaanYudikatif (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung)
	5. Implikasi Adanya Hierarki Perundang-undangan di Indonesia
	6. Konsep Desentralisasi Asimetris Indonesia Pasca Amandemen
	7. Kemunculan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Amandemen,Menuju Parlemen Bikameral.

	B. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Bentuk Negara KesatuanIndonesia secara Non-formal.
	1. Rigidity (tingkat kekakuan) Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945
	a. Proses Perumusan Pasal 37 ayat (5) oleh MPR
	b. Rasionalisasi dan Konsekuensi Penetapan Pasal 37 ayat (5)

	2. Redaksional Pasal 37 ayat (1) UUD NRI Dalam Hubungannya DenganObjek Perubahan Pembukaan UUD.


	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

